BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 124 /KPTS/1 /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEDIAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang © a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel,

perlu dilaksanakan penyediaan Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan  penyediaan
Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Bupati Bengkalis tentang Pembentukan
Panitia Penyediaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah:;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang - Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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9. Peraturan - Pemer‘intah' ~Nomor 6 - Tahun 2006" ‘

tentang ~ Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah,
~sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

i Nomor 38 - Tahun 2008 - tentang Perubahan atas

‘ Peraturan.  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah -

10. Peraturan  Pemerintah ~ Nomor 38 Tahun 2007 ;

~ tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
~ Pemerintahan Daerah Provm51 daﬁn ‘Pemerintahan Daerah
' Kabupaten/Kota L

11, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

. Barang/Jasa - Pemerintah, -sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan  Presiden Nomor 54
- Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -

'127' Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang ~ Standarisasi ~ Sarana dan Prasarana - Kerja
Pemerintah Daerah; o o

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang = Pedoman  Pengelolaan Keuangan - Daerah,"

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir :

“dengan Peraturan ‘Menteri  Dalam Negeri Nomor 21
-~ Tahun 2011 tentang Perubahan. Kedua atas Peraturan
Menteri . Dalam-  Negeri -~ Nomor = 13 Tahun 2006
-tentang Pedoman‘PengeIo‘laan Keuangan Daerah; '

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 17 Tahun 2607 -V
.- tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Barang Milik Daerah; '

'15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2008 -

~ tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

~16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

" tentang Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Daerah
- Kabupaten Bengkalis; - ~

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengk'alisf Nomor 1 Tahun 2012

tentang ™~ .Anggaran - Pendapatan - dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2012; ’

 _~:718.’ Peraturan Bupatn Bengkahs Nomor\ [1' Tahun 2012 -

-tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

'.’19.Pe‘raturan> Bupati Bengkalls Nomor. 4 * Tahun 2012

. /tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
o Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2012

| MEMUTUSKAN =

© Membentuk - Panitia Péhyediaan ~Unit Layanan Pengadaan .
Kabupaten  Bengkalis, = dengan . = susunan . keanggotaan
_ sebagalmana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

~: Panitia - sebagalmana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
‘bertugas melakukan koordinasi = dan- = melaksanakan
- pengadaan barang/jasa -~ di lingkungan Pemerintah
"Kabupaten Bengkalls g L : ‘ :
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KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana
dimaksud  dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab
kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
T e . . , Ditetapkan di Bengkalis
\y pada tanggal 1> Feuzauy 2012

LIS,

LI'YAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
di Bengkalis;

4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : K
N

EPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
OMOR 24 /lepts/n /2012

TANGGAL SIS pEBRVARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYEDIAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN BENGKALIS

KEDUDUKAN DALAM
NO. JABATAN/INSTANSI KET.
S PANITIA
1. 2 3. 4.
1. | KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN KETUA
KABUPATEN BENGKALIS
2. | SEKRETARIS UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIS
KABUPATEN BENGKALIS
3. | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI| WAKIL SEKRETARIS
UMUM DAN KEUANGAN PADA
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN BENGKALIS
4. | STAF PADA UNIT LAYANAN ANGGOTA

PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS
48 (EMPAT PULUH DELAPAN) ORANG

A BUPATI BENG

/0 H. HERLIYAN SALEH




